SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28nTafQ9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk meningkatkalayanan terhadap
masyarakat khususnya di bidang parkir, maka Pematibaerah Kabupaten
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tenRetibusi Parkir di Tepi
Jalan Umum, perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimadexial huruf a perlu
membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kediri terfRatgbusi Parkir di Tepi
Jalan Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rkpotbnesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembantikaerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur gab@ana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran NegapulRik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repotionesia Nomor
2730);

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab dgdandang Hukum
Acara Pidana (Lembaran NegaRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2(@®)3

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygéeagn Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisthembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PembriDterah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran rldgamor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhgashetbndang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indon€alaun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@vw4 4

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalanmlfpean Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahambaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Laluakintan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NMo@& Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelay&ndolik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajakdbadan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@9 2Bomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noo#®)5

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembamtuReraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Iisgoi@hun 2011 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiadN6234);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentahgkd2maan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-dgdaukum Acara
Pidana (Lembaran NegaRepublik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran NegarRepublik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentaagpRma dan Lalu Lintas
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui® N#mor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentamgldéaan dan Pengemudi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 NMof¥y Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeRd#aan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@5 2Bomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No&ic)4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentadgnan Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DaerabgflaenNegara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaragafd Republik

Indonesia Nomor 4593);



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentatey Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah daibi&e Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, bEdran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun31@htang Fasilitas
Pendukung kegiatan Lalu Lintas dan angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun31@htang Fasilitas
Parkir untuk Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20&ftang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telahapabeali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 i&11,;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahd@02entang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kaliap Kediri (Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10 / Bgri

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahu@82f&ntang Urusan
Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah paem Kediri Tahun
2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatdimni K®mor 41);
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 TahuBZéntang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daesedtupaten Kediri Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah KabupatdiritNomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSARKIR DI TEPI JALAN
UMUM.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah KabupateniKedir

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.

Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhudouk@bupaten Kediri.



5. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau el@erak untuk beberapa saat
dan ditinggalkan pengemudinya.

6. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangupalengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu linteeum, yang berada pada
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dandaiaerta di atas permukaan
air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

7. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tegn jamum dan telah ditetapkan
oleh Kepala Daerah sebagai tempat Parkir Kendddaanotor.

8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yangyattigpn oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang begizaas rel.

9. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkatang yang memiliki
tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termastikkuPengemudi atau yang
beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu limausgtkilogram.

10.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orgargg memiliki tempat
duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk upirkgemudi atau yang beratnya
lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

11.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor yhggnakan untuk angkutan
barang.

12.Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda ehugad atau tanpa rumah-
rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atdaraam bermotor beroda tiga
tanpa rumah-rumah.

13.Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat JBB &ddterat maksimum
kendaraan bermotor Dberikut muatannya yang dipenkale menurut
rancangannya.

14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan muigyelaghimpunan data obyek
dan subyek retribusi, penentuan besarnya retrjarsy terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi sertgpe/asan penyetorannya.

15.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uangldgang ditentukan oleh
Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaanaliladan digunakan
untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

16.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa gesegliakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kiz@m&n umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

17.Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjatrdisebut Retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas Jasa idanyBelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintahrdbaesesuai peraturan

perundang-undangan.



18.Sistem pungutan melalui Parkir Berlangganan adaRé&mbayaran atas
Penggunaan tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yapgndiut sekaligus 12 (dua
belas) bulan.

19.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yangpakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukamaugyang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perst&amerya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMi@Bngan nama dan
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dan pengenmsekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial kpoitau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontradstasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badangyanenurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk métak pembayaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.

21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteahgymerupakan batas waktu
bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa danzipan tertentu dari
Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

22.Petugas Parkir adalah petugas yang ditunjuk Kepelarah untuk mengatur
penempatan kendaraan yang diparkir.

23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutiisiagkat SKRD, adalah surat
ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jurplakok Retribusi yang
terutang.

24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yaetanjutnya disingkat
SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang meham jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribebih besar daripada retribusi
yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.

25.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutngangkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksnimistratif berupa bunga
dan/atau denda.

26.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnyaldisénsentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan katasja tertentu dalam
melaksanakan pemungutan Retribusi.

27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghindpnn mengelola data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan sedlyaktif dan profesional
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk mehkgpatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalaangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusaba



28.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daaadhlah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sigdng selanjutnya disebut
Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bulangy dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusigyterjadi serta menemukan

tersangkanya.

BAB Il
KETENTUAN PERPARKIRAN

Pasal 2

(1) Pelayanan perparkiran di tepi jalan umum bertujwank mengendalikan dan
mengatur pengguna jalan umum guna menekan angkacketéan lalu lintas.
(2) Sistem pelayanan perparkiran di tepi jalan umundiiedari sistem parkir

berlangganan dan sistem parkir non berlangganan.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3
Dengan Nama Retribusi Parkir di tepi jalan umunpudgut Retribusi atas pelayanan
parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh P@&meh Daerah sesuai peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4
Obyek Retribusi adalah penyediaan pelayanan tepgréir di tepi jalan umunyang

ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai perapgamdang-undangan.

Pasal 5
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badag yaendapatkan Pelayanan Parkir

di Tepi Jalan Umum.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkanri®etsi Jasa Umum.

BAB V
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa parkir di tepi jalan umuonku berdasarkan frekuensi dan

jenis kendaraan.



(1)

(2)

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retrikdisetapkan dengan
memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersargkukemampuan
masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas peraj@ndatas pelayanan tersebut.
Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipigyab operasional,
pengadaan sarana prasarana dan pemeliharaan.

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 @ijgtahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksua padt (1) dilakukan deng

memperhatikan indeks harga dan perkembangan penekan.

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud ayata(2) ditetapkan denc

1)

(2)

3)

1)

Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10
Struktur dan besarnya tarif Retribusi untuk sekalp Parkir ditetapkan sebagai
berikut :
a. Mobil bis dan mobil barang dengan JBB >3500 Kggesab Rp. 2.000,-;
b. Mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB <3500 d€besar Rp.
1.000,-;
c. Sepeda motor, sebesar Rp. 500,-.
Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Parkir Beglggnan selama satu tahun
ditetapkan sebagai berikut :
a. Kendaraan roda 4 (empat) atau lebih sebesar RpO@0.,
b. Sepeda Motor sebesar Rp. 10.000,- .
Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud @a@d (1) dan ayat (2)
merupakan Pendapatan Asli Daerah yang harus disetéas Umum Daerah.

Pasal 11
Dalam rangka intensifikasi sumber pendapatan da®einerintah Daerah dapat

memungut retribusi parkir dengan sistem parkirdregganan.



(2) Pelaksanaan Parkir berlangganan sebagaimana dichgegzla ayat (1) dapat
dikerjasamakan dengan Instansi terkait dan/ataar 8&merintah Daerah.

(3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pata2aydiatur dalam
Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.

(4) Tata cara dan pengaturan sistem Parkir berlanggaebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah

Pasal 12
Bagi yang telah membayar retribusi parkir berlargm tidak dipungut retribusi

parkir di tepi jalan umum.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13
Retribusi parkir dipungut di wilayah daerah.

BAB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14
Masa Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalasal Paayat (1) adalah jangka

waktu yang lamanya 1 (satu) kali parkir.

Pasal 15
Masa Retribusi Parkir Berlangganan adalah suatgkpmwaktu yang lamanya 1 (satu)

tahun.

Pasal 16
Retribusi Terutang dalam masa Retribusi terjadiapadat ditetapkan SKRD atau

Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 17
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atauubek lain yang
dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimabadd ayat (1) dapat
berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
(3) Tata cara pemungutan Retribusi sebagaimana dimagadd ayat (1) diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB Xl
PENENTUAN PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 18

Penentuan pembayaran retribusi terutang sekalipayar secara tunai.

Pasal 19

Pembayaran retribusi dilakukan di tempat pelayatan di tempat lain yang ditunjuk

oleh Kepala Daerah.

1)
(2)

(1)

(2)

3)

(4)

()

(1)

BAB XII
PENAGIHAN

Pasal 20
Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Siggtiran.
Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimakswid @yat (1) dengan

menggunakan STRD.

BAB XiIlI
KEBERATAN

Pasal 21
Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberdtanya kepada Kepala

Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atakurden lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasané&sia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdanta 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib rewg tertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat mijpe karena keadaan di
luar kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksiadgyat (3) adalah suatu
keadaan yang terjadi di luar kehendak atau keknasapb retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membegtibusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 22
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6nfgraulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusenkaberatan yang diajukan
dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.



(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(6)
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(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat dajata untuk memberikan

kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa kel@ragtang diajukan harus
diberi keputusan oleh Kepala Daerah.

(3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan depspd menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retydngiterutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pmdda (1) telah lewat dan

Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, kelrey@ng diajukan tersebut
dianggap dikabulkan.

Pasal 23

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagi@o aeluruhnya, kelebihan

pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambrddaian bunga sebesar 2%

(dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duaspbkldan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada dyadifitung sejak bulan

pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24
Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib riBesi dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lam{@réam) bulan, sejak diterimanya
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Ratsiebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud padd (2) telah dilampaui dan
Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusanmngienan pengembalian
pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDBBIs diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Raisblainnya, kelebihan pembayaran
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lagg<liperhitungkan untuk
melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
Pengembalian kelebihan pembayaran Retribimiggemana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua)amusejak diterbitkannya
SKRDLB.
Jika pengembalian kelebihan pembayaran Reiridilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga ael28é (dua persen) sebulan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembaRatabusi.
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BAB XV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menfadialuwarsa setelah melampaui
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutgagRetribusi, kecuali jika Wajib
Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Resibu

(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimamakdiud pada ayat (1) tertangguh
jika:

a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Resrjtbaik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaamdimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal ciamya Surat Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsunggaebana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarammgayatakan masih mempunyai
utang Retribusi dan belum melunasinya kepada PetakrDaerah.

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak lamggsebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permahoangsuran atau penundaan

pembayaran dan permohonan keberatan oleh WajitbRstr

BAB XVI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 26
(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagdygil karena hak untuk melakukan

penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghafistang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yam@hskedaluwarsa diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 27
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksa@iok menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksenperaturan perundang-

undangan Retribusi.



(2)

®3)

(1)

(@)

)

(4)

(1)

(2)

3)

(1)
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Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku at@atan, dokumen yang
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubudgagan objek Retribusi
yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempatragngan yang dianggap
perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran piesaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pié&s@an Retribusi diatur dengan

Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 28
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keangadan pembebasan
Retribusi.
Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimamakslid pada ayat (1)
diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud padél pgdierikan dengan melihat
fungsi obyek Retribusi.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan, karnag dan pembebasan Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengatuRen Kepala Daerah.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29
Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusatddiperi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada hyditétapkan melalui Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.
Tata cara pemberian dan pemanfaatan intensif sebaga dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 30
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungBemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukamyigigan tindak pidana
dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksudndalndang-Undang Hukum
Acara Pidana.



(2)

3)
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Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agm@bat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanga

Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud paddlgyadalah :

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti ketgna atau laporan
berkenan dengan tindak pidana di bidang Retribasr&h;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nrengarang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukarbsegan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang ¢iribi@u badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,;

memeriksa buku, catatan dan dokumen lain yang barkdengan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan buktbyamn, pencatatan dan
dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadaarbbibkti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melakaansikgas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang gualkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsumgetiaeriksa identitas orang
dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksiadhuruf e;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindaka@ietribusi Daerah;
memanggil orang untuk di dengar keterangannya gmerikisa sebagai tersangka
atau saksi,

menghentikan penyidikan; dan/atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancgranyidikan tindak pidana
di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketenpenaturan perundang-
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekian dimulainya

penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannyaalegPenuntut Umum, melalui
Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesusmgaén ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 31

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepatgadktunya atau kurang membayar,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sel#safdua persen) setiap bulan dari
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang ydbalan ditagih dengan menggunakan
Surat Tagihan Retribusi Daerah.
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BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32
(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibanngehingga merugikan
keuangan daerah diancam pidana kurungan paling Barfiega) bulan atau pidana
denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribysing terutang yang tidak atau
kurang dibayar.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran.
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanimaan negara.

BAB XXl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, rRakaturan Daerah Kabupaten Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Resiidarkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nobpdrambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Nomor 23) dicabut dan dinyatakdak berlaku.

Pasal 34
Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Dadrah sepanjang mengenai
pelaksanaanya akan diatur dengan Peraturan Kepalam

Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan yretamngan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kahufediéri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 28 - 12 - 2011
SEKRETARISDAERAH KABUPATEN KEDIRI
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2011 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 ma009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan dalam rangka meningkad®ardapatan Asli Daerah yang berasal dari
sumber retribusi, maka perlu menyesuaikan PerafDeamah Kabupaten Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Retribusi Parkir di Td&gdan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran DakKeddupaten Kediri Nomor 23).

. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
ayat (1)
Cukup jelas
ayat (2)
Yang dimaksud dengan instangiié adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Timur, Kepolisian Resor Kediri, sedangkan antar &&mah Daerah adalah
Pemerintah Daerah yang bekerja sama dalam pemungusribusi
berlangganan yang ditetapkan dengan KesepakataarBar



ayat (3)

Cukup jelas
ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas



Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 105



Pasal 1

Angka 1 s/d Angka 4
Angka 5

Angka 6 s/d Angka 7
Angka 8

Cukup jelas.

: yang dimaksud pengertian parkir sementara adalah

kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertsaitu
yang dinyatakan dengan rambu ataupun tidak, sefék t
semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan/atau

menurunkan orang dan/atau barang.

: Cukup jelas.

: Yang dimaksud peralatan teknik dapat berupa matan a

peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubahbsum
daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan
bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata “bérada
dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempgatise
dengan fungsinya. Termasuk dalam pengertian keadara

bermotor adalah kereta gandengan atau kereta teyapgl

18



Angka 9 s/d Angka 25
Pasal 2 s/d Pasal 6
Pasal 7

Ayat (1)

Ayat (2)

Ayat (3)

Pasal 8
Pasal 9
Ayat (1)

Ayat (2)

Pasal 10 s/d Pasal 11
Pasal 12
Ayat (1)

Ayat (2)
Pasal 13 s/d Pasal 22
Pasal 23

19

dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai

penariknya.

:Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas
: Cukup jelas

: yang dimaksud dengan instansi terkait adalah Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Kepolisian Resdtirke
sedangkan antar Pemerintah Daerah adalah Pemerintah
Daerah yang bekerja sama dalam pemungutan retribusi
berlangganan yang ditetapkan dengan MoU ( Memory of

Understanding)

: Cukup jelas

: yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah

seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidagat
diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam peager
ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidakelbol
bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangzktisel
dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daera
dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertemiy ya
karena profesionalismenya layak dipercaya untukt iku
melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis usatrib
secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retrilyasig
tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga ahdal
kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang,

pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihabusitr

. yang dimaksud Dokumen lain yang dipersamakan atdara

berupa kupon atau kartu langganan.

Cukup jelas

. yang dimaksud sekaligus dimuka adalah pembayarzarae

tunai.

: Cukup jelas

Cukup jelas

: Cukup jelas



Pasal 24 s/d Pasal 30 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR :

/
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